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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/05/PTSP/1/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 KUPANG
DI KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
- -PJWPR@H!HSFNUSMENBGWW

s %

me € T katkan pelayanan pendidikan

erlu menetapkan Izin Operasional

riengah Atas (SMA);

ari i, aspek administrasi dan
R@ Izm Operasional

d dalam, f hundf @ dan b

T

1 anaman-.s Modal dan

Menimbang i a

Mengingat

ﬁmg (
ia Tahun 1958 Nomor:
“indonesia’ Nomw 1649);
52 UndgqgﬂJndang ‘Nomor 20 Tahun, 20C
' (Lembaran Negara RgpubiM- ndone
Lembaran Negara Repub'lik .}n’

3 h (Lembaran
: NeaamRapubl* L joun 20 an Lem Negara
Republik Indonesia Nom( imana telah diul rapa kali terakhir

dengan Undang- Undanﬁ;lNomm 9 Tatm. { ;g ang 'perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, n,tanlang“i?em ntah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonésia Tahun 201§?Nomor 58, Tarﬁbaha Negara Republik

% % Indonesia Nomor 5679); s
L R Peraturan Pemerintah Nomor:+ iyl T,?hm 2010 lamang pengelolaan dan
*ff‘-‘.___l' _ Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara ,Tghun 2010 Nomor 23,
%, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5105) sel telah diubah dengan
%, “Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan

' eqnermtah Mcam%l 1; iTaht‘.ln 10 tentangP elolaan dan Penyelenggaraan

u.ambgraq 2!119 r 112, Tambahan Lembaran
or ST, TR
amennlah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas

Peraturan i knn;ah Nomor 19 Tahiin 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Tambahan LembaranNegara Républik Indonesia Nomor 5670);
- 2Nor 15 Tahun 2015 fentang Wajib Belajar

(LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7 Poraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor O Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah; '

"




9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;,

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

11, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 81 Tahun 2019 Tanagal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan
dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Memperhatikan R Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 5 Kupang Nomor 421/SMA N 5
Kupang/396/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Permohonan
Pembaharuan Operasional SMA Negeri 5 Kupang,

WWWMam Provinsi Nusa

Menetapkan
KESATU

Tembusan : L e
1. Menteri Pendidikan dan K an Republik Im:l‘ona,sia di,
2 Gubemur Nusa Tenggafa “ ;
3. Wakil Gubemur Nusa Tenggaral dl
4 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa nggara
5. Walikota Kupang di Kupang; T i
6  Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
di Jakarta;

Direkfur Pembinaan SMK Kementerian Pandudﬂ:an aa
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tenggara Timur di Kupang;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang di Kupang;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
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